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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendanaan pendidikan merupakan salah satu aspekgoéan strategis
dalam penyelenggaraan berbagai program yang retbagan peningkatan mutu
SDM. Penyelenggaraan program pendidikan memerldk&angan dana untuk
gaji pendidik dan tenaga kependidikan, pengadaeanagrasarana pendidikan,
teknologi informasi, penyusutan modal, alat-alabib pakai, rekening telepon,
listrik, air dan pengeluaran operasional lainnya&ny@diaan sumber daya
keuangan ini diperlukan untuk menjamin terlaksamabgrbagai program dan
kegiatan (proses) dalam mewujudkan tujuan pendidika

Pendidikan bermutu merupakan suatu investasi yaalgam Pendidikan
membutuhkan biaya besar yang diperlukan untuk mameebutuhan anggaran
SDM, biaya operasional, kebutuhan sarana dan pEaserta program
pengembangan. Sebagai investasi jangka panjandidgdean memberi kontribusi
secara pribadi, sosial dan negara dalam peningkataiu dan daya SDM.
Menurut Tilaar (2006:186), masyarakat industri erod menyadari perlunya
investasi yang besar untuk industri pendidikan @leh karena masyarakat akan
diberikan pelayanan terbaik bagi masa depannya luneteerbagai program
pendidikan.

Sejak dilaksanakannya otonomi daerah tanggal 1 ajan2001,

pendidikan menjadi salah satu kewenangan PemeriKiata Salatiga dan



Kabupatan Semarang meliputi Program PAUD, Pendidixasar dan Pendidikan
Menengah. Desentralisasi pendidikan ini menjadiugregy dalam meningkatkan
mutu SDM melalui berbagai program pendidikan segqgdensi sumber daya
wilayah dan aspirasi masyarakat Kota Salatiga davuaten Semarang.
Sumber pendapatan APBD di Kota Salatiga dan Kakup&emarang
adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasiud (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). PAdlalah pendapatan
yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkamatitan Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. DAU diberikeemgan maksud
meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan ang&ehdaang untuk
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan anteakd@gualizing funds).
DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Ap&hNy dialokasikan
kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membagridanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengaitagrizasional. Dana Bagi
Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapat®NAYang dialokasikan
kepada Daerah berdasarkan angka persentase untalamae kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Selaimélalui instrumen pendanaan
Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, setiap deggrtmembantu pembiayaan
pembangunan sektornya di daerah. Alokasi dana pangan dari APBN ini
untuk memperkuat keuangan daerah, baik dalam rapgk&ksanaan kebijakan
khusus yang menjadi prioritas nasional, maupun kewgan pusat yang

dilimpahkan dan ditugaskan ke daerah.



Pengelolaan program pendidikan di daerah menjadjiabaintegral
implementasi sistem pendidikan nasional. Menurl® Ndbmor 17 Tahun 2010
tentang pengelolaan pendidikan, penyelenggaraagrgn-program pendidikan
dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya sistendigi&kan nasional agar
mampu meningkatkan : (a)akses masyarakat atasgpelaypendidikan yang
mencukupi, merata, dan terjangkau; (b)mutu dan damg pendidikan serta
relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi anasyt; dan (c)efektivitas,
efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan wujud kebijakan gublienurut Gaffar
(2007), kebijakan pendidikan dinyatakan dalam bdek&putusan-keputusan yang
berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan megygeraan pendidikan.
Kebijakan pembangunan pendidikan dalam Renstraiéikan Nasional tahun
2005-2009, adalah (a) pemerataan dan perluasas,afb) peningkatan mutu,
relevansi, dan daya saing (c) penataan tata kelklamtabilitas, dan citra publik,
dan (d) peningkatan pembiayaan.

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yangaai kewenangan
Pemerintah Daerah yang perlu ditindaklanjuti dengakebijakan peningkatan
mutu dan keunggulan SDM. Arah kebijakan dantegigorogram pembangunan
daerah di bidang pendidikan adalah (PP No: 1ui&005 tentang Standar
Nasional Pendidikan)

“menekan angka buta aksara, meningkatkan angksipasi pendidikan,
peningkatan kompetensi lulusan dan kualitas angkakarja serta
meningkatkan daya saing pasaran tenaga kerja pasldo&al, regional dan
internasional. Potensi sumber daya dan kekhasaratdaseperti adat,

budaya, agama, sosial serta kegiatan ekonomi mekstanenjadi kekuatan
dalam menetapkan program pendidikan yang relevan”.



Dalam era otonomi daerah, Kepala Daerah bersamaDDRRrwenang
menetapkan kebijakan penyelenggaran sistem pdé&adidiasional di daerah yang
bersangkutan termasuk mengusahakan dana yang udgrerl untuk
menyelenggarakan berbagai program pendidikan. Ménd#P 38 Tahun 2007
dalam bidang pendidikan, Pemerintah Daerah memMiiivenangan dalam
menetapkan kebijakan pengelolaan pendidikan, psaban, kurikulum, sarana
prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan dagepdalian mutu pendidikan.
Program pendidikan yang menjadi kewenangan Perabriltaerah meliputi
pengelolaan PAUD, pendidikan dasar dan menengalta gendidikan non
formal.

Keterlambatan  penetapan Peraturan Daerah (Perdajtante
penyelenggaraan pendidikan dan ketentuan yang rmegngandanaan menjadi
hambatan penetapan kebijakan pendanaan pendidikafotd Salatiga dan
Kabupaten Semarang. Perda Pendidikan Kota Saldéigaabupaten Semarang
ditetapkan Tahun 2009 sementara otonomi pendididah dilaksanakan sejak 1
Januari 2011.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nag$RRaMN)
Tahun 2005-2009, ditetapkan bahwa fungsi pembiaypandidikan dalam
kerangka otonomi pendidikan dimaksudkan untuk ngkatkan efisiensi dan
efektifitas pengelolaan dan penyelenggaraan pé@tidsebagai urusan wajib
pemerintah daerah. Pemerintah melalui Kementerardilikan Nasional terus
membantu Kabupaten/Kota dalam pembangunan sekialidilean melalui pola

pendanaan tersebut untuk mengatasi kekurangan agmalbi pembangunan



pendidikan, sampai tercapainya kondisi pemerintabrah mampu memenuhi
kebutuhan pembiayaan melalui peningkatan PendapasinDaerah (PAD),
dan/atau peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (RAU

Pembiayaan pendidikan, dalam kurun waktu 2005-20@8)sun dalam
rangka melaksanakan fungsi-fungsi sebagai ber{dymemperjelas pemihakan
terhadap masyarakat miskin dan/atau masyarakahdyaruntung lainnya; (2)
memperkuat otonomi dan desentralisasi pendidikama £3) sebagai insentif dan
disinsentif perluasan dan pemerataan pendidikgeningkatan mutu, relevansi,
dan daya saing pendidikan secara berkelanjutangua¢sn tata kelola,
akuntabilitas, dan citra publik pengelola pendidikRPJMN Tahun 2005-2009).

Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber kdaypangan yang
diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaadigikan. Dana pendidikan
adalah sumber daya keuangan yang disediakan una@ryeienggarakan dan
mengelola pendidikan (PP No.: 48 Tahun 2008P). kiimd@menuhi kebutuhan
pendanaan pendidikan, Pemerintah, pemerintah daedam masyarakat
mengerahkan sumberdaya yang dikelola berdasarkasigkeadilan, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas publik. Sumber geadn pendidikan dari
masyarakat meliputi : (a) penyelenggara atau sagbeadlidikan yang didirikan
masyarakat; (b) peserta didik, orang tua atau pesderta didik; dan (c) pihak lain
yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidamgjgikan.

Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa negangprnagitaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% darigamgn Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapdtn Belanja Daerah



(APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraandik@an nasional.
Kemudian dalam pasal 49 ayat 1 UU Nomor 20 TahuB2fijelaskan bahwa
dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pkkah kedinasan dialokasikan
minimal 20% dari APBD dan APBD. Lebih lanjut dalgmsal 80 ayat 1 PP
No.:48 Tahun 2008 dinyatakan bahwa anggaran belanjak melaksanakan
fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam APRBBtiap tahun anggaran
sekurang kurangnya dialokasikan 20% dari Belanjgaie Alokasi anggaran
pendidikan sebesar 20 % dari APBN / APBD sebaga@nthamanatkan pasal 31
UUD 1945 diubah dengan ketetapan Mahkamah Kossttomor 13/PUU-VII
2008 tanggal 13 Agustus 2008. Mahkamah Konstitnenetapkan bahwa
selambat-lambatnya Tahun Anggaran 2009, Pemeridéah DPR diwajibkan
menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20% unéwkligikan termasuk
didalamnya anggaran gaji tenaga pendidik.

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBNWBD belum
dapat menjamin pemecahan masalah pendidikan di Saltgtiga dan Kabupaten
Semarang. Pencapaian target alokasi anggarandpemd20 % APBN dan
APBD termasuk gaji pendidik tidak terlalu sulit b&emerintah dan Pemerintah
Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, oleh karebaggn besar anggaran
pendidikan adalah gaji tenaga pendidik. Sejak ddakkannya otonomi daerah
status tenaga pendidik dipindahkan dari pusat rdergagawai daerah dan
anggarannya menjadi beban APBD. Sementara itu garsopeningkatan
pemerataan, akses dan mutu program PAUD dan pkadidasar dan menengah

tidak hanya menyangkut gaji  guru, melainkan dibké&n dana untuk



pembangunan sekolah, ruang kelas, perpustakaamratabum, teknologi
informasi dan beasiswa bagi keluarga miskin sestangkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan.

Sumber pendanaan pendidikan yang bersumber dari eritedan
dialokasikan melalui APBN diatur melalui KementanaPendidikan Nasional
dan Kementeriaan Keuangan. Prosedur perencanaaplenientasi dan
pertanggungjawabannya dana pendidikan dilakukarargederpusat sesuai
Rencana Kerja Pembangunan Nasional. Implikasi paf@an program yang
dibiayai dari APBN, Pemerintah Kabupaten / Kotakberajiban menyediakan
dana pendamping sekitar 10 % dari besaran anggaram diterima. Sedangkan
sumber pendanaan dari Provinsi merupakan wujucgkgahaan program
dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada daerahbgesengkutan. Alokasi
anggaran pendidikan dilakukan sesuai Rencana Kegmbangunan Provinsi
dalam perwujudan wakil Pemerintah di daerah.

Pendanaan pendidikan yang bersumber dari Pemeriidalerah
merupakan bagian integral pengelolaan APBD sejdkap@an penyusunan
program, penetapan alokasi anggaran, realisasi, gapesan dan
pertanggungjawaban APBD. Perencanaan program pkadidlikoordinasikan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah medgiatdn Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan ForuranSkarja Perangkat
Daerah hingga tersusunnya Rencana Kerja PembangDaanah (RKPD).
Besaran anggaran pendidikan dialokasikan sesuadijgkan Umum Anggaran

(KUA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sement®BAS) yang ditetapkan



Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota. BerdasarKUA dan PPAS ini,
Dinas pendidikan menyusun alokasi anggaran peratidyiang dibutuhkan untuk
menyelenggarakan program PAUD, pendidikan dasandarengah .

Kebijakan pendanaan pendidikan merupakan kebijghallik yang
ditetapkan Pemerintah dan DPRD Kabupaten / Kotag ydinyatakan dalam
sistem perencanaan, penatausahaan dan pertanggaingdBD. Sesuai dengan
PP No.: 38 Tahun 2007, Pemerintah Daerah memai#ivenang mengelola
pembiayaan pendidikan meliputi penyediaan bantiaya penyelenggaraan
PAUD, Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Nammal serta
pembiayaan penjaminan mutu. Pendidikan anak usiai diPAUD)
diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasmledggarakan melalui jalur
pendidikan formal, nonformal, dan/atau informald®3galur pendidikan formal
program PAUD berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), dRaul Athfal (RA),
atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan dasanpakan jenjang pendidikan
yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Piadiddasar berbentuk
Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) &#@ntuk lain yang sederajat
serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrassaawiyah (MTs), atau
bentuk lain yang sederajat. Pendidikan umum mengakan perluasan
pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didikkumielanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan kejuruan npakan pendidikan menengah
yang mempersiapkan peserta didik terutama untukrfgeklalam bidang tertentu.
Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah (@&K\), Madrasah

Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), danadftasah Aliyah



Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, sebagiaarbkebutuhan
anggaran pendidikan di Kota Salatiga dan Kabup&emarang ditanggung
pemerintah melalui belanja rutin dan pembangunag galokasikan dari APBN.
Berbagai program PAUD, pendidikan dasar dan merredgancanakan secara
terpusat (sentralistik) termasuk perhitungan argggaan penyediaan dana yang
dibutuhkan. Setelah diberlakukan otonomi daeramd?iatah Kota Salatiga dan
Kabupaten Salatiga berkewajiban menyediakaan aaggamng diperlukan guna
menyelenggarakan program  pendidikan dalam penanjudiesentralisasi
pendidikan. Keterbatasan sumber-sumber pendanaaARBD dan masyarakat
menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaareprggogram yang relevan
dengan peningkatan pemerataan dan mutu SDM. Pdatertota Salatiga dan
Kabupaten Semarang dalam melaksanakan berbagairaprogendidikan
mendapatkan dana perimbangan dan Bantuan OperaSiekalah (BOS) dari
APBN. Alokasi dan mekanisme penggunaan sumber-suddie yang diterima
(transfer) APBN ditetapkan oleh Kementerian Keuangln Kementeriaan
Pendidikan Nasional. Ketidakleluasaan penggunaama dsesuai kebutuhan
anggaran program pendidikan yang dikembangkan PatiaeiKota Salatiga dan
Kabupaten Semarang menjadi persoalan dalam mengkén potensi sumber
pendaaan yang diterima dari APBN. Keterbatasan dkih pengalaman SDM
sekolah dan Dinas Pendidikan di Kota Salatiga dahugaten Semarang dalam

bidang perencanaan, penatausahaan, pengawasan ettanggungjawaban
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pendanaan pendidikan juga menjadi hambatan dalamgefmaan adminsitrasi
keuangan pendanaan pendidikan.

Keterbatasan jumlah dakill SDM Dinas Pendidikan dan Sekolah di Kota
Salatiga dan Kabupaten Semarang menjadi hambaj& genyusunan program,
Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaamafaig dan realisasi
anggaran hingga pertanggungjawaban pendanaan pemdid Sejak tahapan
perencanaan program, dan penetapan anggaran sangelgaan keuangan
mengikuti ketentuan administrasi pengelolaan keaamtaerah.

Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwapsetirga negara
wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah (pusi@an pemerintah daerah
menjamin terselenggaranya wajib belajar minimalapgtjang pendidikan dasar
tanpa dipungut biaya. Program wajib belajar pehkdididasar untuk mewujudkan
Pendidikan Untuk Semu#®(S) sebagai komitmen Pemerintah Indonesia dalam
melaksanakan tujuan pembangunan milinium. Kebiakai berimplikasi
program pendidikan dasar di Kota Salatiga dan Katamp Semarang
mendapatkan prioritas dukungan pendanaan baik pangumber dari APBN,
APBD Provinsi dan APBD. Hal ini berakibat anggamendidikan dasar tidak
proporsional dalam peningkatan pemerataan, aksesidtu program PAUD, dan
pendidikan menengah di Kota Salatiga dan Kabupg@éenarang

Penetapan KUA — PPAS oleh Kepala Daerah dan DPRf@2 Kalatiga
dan Kabupaten Semarang menjadi dasar Dinas Peadidialam menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Kebijakan iningekibatkan Dinas

Pendidikan mengalami hambatan untuk mengoptimalkesaran pendanaan
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pendidikan yang sesuai kebutuhan program PAUD, idiah dasar dan
menengah. Penetapan plafon dan prioritas anggaemagai implikasi
keterbatasan sumber penerimaan APBD Kota Salatig&dbupaten Semarang.

Alokasi anggaran belanja operasional dan pemehimarkebih besar
dibandingkan belanja modal sebagai implikasi begagroporsi gaji pendidik
dalam anggaran pendidikan. Ini berarti bahwantas anggaran belanja APBD
Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang lebih betasemntuk kepentingan
jangka pendek. Untuk meningkatkan pemerataan,saklsem mutu program
PAUD, pendidikan dasar dan menengah memerlukan ndyzku belanja modal
untuk memenuhi kebutuhansarana prasarana sepentbapgunan gedung
sekolah, perbaikan kelas, perpustakaan, laboratprlapangan olah raga dan
beasiswa dari keluarga miskin.

Transfer dana perimbangan terutama Dana Alokasi imari APBN
yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan wiowm@erah ternyata
sebagian besar dipergunakan untuk membayar gaii §edangkan Dana Alokasi
Khusus (DAK) dan dana bagi hasil pajak dan bukaakp@enggunaannya sangat
terbatas sifatnya sesuai dengan ketentuan KemamteRendidikan dan
Kementerian Keuangan. Sementara itu, pengembangatapatan Asli Daerah
tidak dapat mengimbangi kenaikan anggaran pendidika Hal ini menjadi
kendala dalam melaksanakan berbagai program p&adigiang relevan dengan
peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikakoth Salatiga dan
Kabupaten Semarang.

Realisasi pendanaan pendidikan yang bersumbeA&BD mendukung
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kelancaran pelaksanaan program pendidikan. Namuen&apada tahapan
perencanaan belum ditetapkannya target dari satiggaran program pendidikan
maka implementasi pendanaan pendidikan belum dapagoptimalkan secara
proporsional pemerataan program PAUD, pendidikaaddan menengah.

Pengawasan kebijakan pendanaan pendidikan dilakukdRD,
sedangkan pemeriksaan administrasi keuangan daakukinspektorat.
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pendanaan pandidiech DPRD Kota
Salatiga dan Kabupaten Semarang belum optimal aelsgbat keterbatasan
SDM yang memiliki keahlian di bidang pengawasanek®atasan jumlah auditor
di Inspektorat mengakibatkan pemeriksanaan admasistkeuangan satuan
pendidikan belum optimal.

Informasi tentang posisi, realisasi anggaran, dsterkediaan pendanaan
pendidikan belum dapat diakses Dinas Pendidikatjasapendidikan, dan
pemangku kepentingan belum dapat diketahui (akidain pertanggungjawaban
Kepala Daerah. Hal ini dibutuhkan untuk mengetapaoiensi dan hambatan
dalam pelaksanaan program PAUD, pendidikan dasam@gengah.

Kota Salatiga terletak dalam wilayah geografis Kadian Semarang
Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kota Salatiga meligutkecamatan dan 22
kalurahan, sedangkan Kabupaten Semarang terd#il®tekecamatan dan yang
terbagi ke dalam 235 kelurahan/desa. Perbedaamalumlayah kecamatan dan
proporsi wilayah perdesaan dan perkotaan membawgalikami perbedaan
kebutuhan anggaran pembangunan yang dialokasikanAB8D daerah yang

bersangkutan. Perbedaan luas wilayah juga membanydikasi perbedaan
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potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bangan dalam struktur
sumber pendapatan APBD Kota Salatiga dan Kabuf¢emarang. Pendapatan
Asli Daerah sangat dipengaruhi oleh volume kegiateasyarakat yang akan
menjadi obyek pajak dan retribusi daerah serta melyelayanan BUMD.
Sedangkan luasnya wilayah dan besaran penduduknta&na besar kecilnya
transfer dana perimbangan dari APBN dalam bentakaDAlokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil pajakan bukan pajak
Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

Keberadaaan Kota Salatiga di tengah Kabupaten Segdersebut juga
membawa implikasi pemanfaatan sumber daya danasar@sarana pendidikan
kedua daerah ini saling mengisi dan melengkapirb@&gi program pendidikan
dasar dan menengah dimanfaatkan masyarakat keduahdyang bersangkutan.
di Kota Salatiga diakses (diikuti) masyarakat Kadilep Semarang. Mengingat
terbatasnya wilayah, Kota Salatiga memanfaatkanbsu daya alam wilayah
Kabupaten Semarang untuk pengembangan prograndpemd

Penetapan kebijakan pendanaan pendidikan dilakukapala Daerah
Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang integral demgamyusunan APBD.
Penetapan kebijakan pendanaan pendidikan ini bengaim dengan proses
perencanaan dan penetapan anggaran pendidikan dABRBD di Kota Salatiga
dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. dkelij pendanaan
pendidikan dilakukan sejak tahapan penyusunan gnognelalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan, Penetapan Rencana Kmfmrfigunan Daerah,

Kebijakan Umum Anggaran, Plafond dan Prioritas AP&ta Rencana Kerja
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dan Anggaran Dinas Pendidikan. Dalam tahapan ina®Pendidikan dan satuan
pendidikan melakukan perhitungan anggaran vyang rldksn serta
mengidentifikasikan sumber-sumber pendanaan pdwiidbaik dari APBN,
APBD dan masyarakat. Dalam proses kebijakan pematapandidikan di Kota
Salatiga dan Kabupaten Semarang menghadapi paerdadtxbatasan SDM yang
memiliki skill perencanaan dan keterbatasan sungmrdanaan pendidikan.
Sebagai bagian integral dalam perencanaan APBRgprgerencanaan program
Dinas Pendidikan dan penetapan anggaran pendidikdkukan sesuai ketentuan
pengelolaan keuangan daerah. Proses perencanaaianpan pendidikan
memerlukan SDM yang memiliki pengetahuan dan kgtiam dalam
mengidentifikasi masalah dan menetapkan alternagve mengusulkan besaran
anggaran dan sumber pendanaan yang bersumbereataeriBtah, Provinsi dan
Pemerintah Daerah. Penetapan kebijakan wajib lbeBgmbilan tahun pada
tingkat pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs menjadidala Pemerintah Kota
Salatiga dan Kabupaten Semarang dalam penyelemggpragram lainnya yaitu
PAUD, Pendidikan Menengah secara proporsional.

Sebagian besar sumber daya keuangan dan saramsapeapendidikan
difokuskan untuk pelaksanaan program wajib bel&gamentara itu, Pemerintah
Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dalam melakaanotonomi daerah
berkewajiban menyelenggarakan pendidikan PAUD, Mddmh dasar dan
Menengah.

Keterbatasan sumber-sumber penerimaan APBD membphkasi

Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kota Salatiga dabhulaten Semarang
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menetapkan plafond dan prioritas anggaran Dinagli®i&an dan SKPD yang
lainnya. Dengan kebijakan ini maka tidak selurululars anggaran program
satuan pendidikan dapat diakomodasikan dalam rercaa dan anggaran Dinas
Pendidikan.

Implementasi kebijakan pendanaan pendidikan di K®#datiga dan
Kabupaten Semarang dilakukan Dinas Pendidikan unaknenuhi kebutuhan
anggaran pada setiap satuan pendidikan. Reabsagjaran pendidikan dilakukan
sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran dialokasi Wahktuhan administrasi
Dinas Pendidikan, Sekolah dan Unit Pelaksana Tdbkaeah.Pencairan anggaran
Dinas Pendidikan disesuaikan dengan waktu dan destexan kas yang telah
dipersiapkan Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

Pengawasan kebijakan pendanaan pendidikan mempakaud
akuntabilitas dalam pengelolaan sumber-sumber pe@aapendidikan baik dari
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Wesga kebijakan pendanaan
pendidikan dilakukan oleh DPRD, dan InspektoenPrintah Kota Salatiga dan
Kabupaten Semarang. DPRD melakukan pengawasanspaidn kebijakan
pendidikan yang ditetapkan Pemerintah Kota Salataga Kabupaten Semarang.
Sedangkan Inspektorat melakukan pengawasan te#tmaistrasi penatausahaan
keuangan program pendidikan di Kota Salatiga darbulaten Semarang.
Pengawasan kebijakan pendanaan pendidikan yanguniiees dari APBD
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam nmggtangjawaban Kepala
Daerah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dadéaksanaan APBD tahun

anggaran yang bersangkutan.



16

Pertanggungjawaban kebijakan pendanaan pendidikaig ypersumber
dari APBD merupakan bagian yang tidak terpisahlaard pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kota Salatiga dan Kabupaten Semaiaag pelaksanaan APBD
tahun anggaran yang bersangkutan. Dinas Pendidikaelakukan
pertanggungjawaban belanja pendidikan kepada Ké&mstaah melalui Sekretaris
Daerah. Lebih lanjut bersama pertanggungjawabaranfzel SKPD lainnya
diintegralkan - dalam Laporan Keterangan Pertanggwapan Kepala Daerah
disampaikan kepada DPRD Kota Salatiga dan Kabo@&denarang.

Masyarakat Kota Salatiga dan Kabupaten Semarangmbetlapat
mengetahui hasil pemeriksaan keuangan satuan plendid/ang dilakukan
Inspektorat dan pengawasan kebijakan pelaksanaadapaan oleh DPRD.
Pemeriksanaan Inspektorat dilaporkan kepada Kdpatah, sedangkan hasil
pengawasan DPRD di sampaikan kepada Kepala Daebalga respon terhadap
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pada akhintanggaran dan akhir
masa jabatan. Belum adanya Peraturan Daerah damtka lain yang mengatur
partisipasi publik menjadi hambatan masyarakat déggpasi dan mengakses
proses dan hasil pengawasan dan pertanggungjawahdanaan pendidikan.

Pengelolaan sumber daya keuangan menjadi hal ggatdalam
penyelenggaraan berbagai program / kegiatan pé&adicddalam era otonomi
daerah. Optimalisasi sumber daya yang efisienefiektif diperlukan kebijakan
pendanaan pendidikan yang ditetapkan PemerintahaDadan DPRD Kota
Salatiga dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa fenigabijakan pendanaan

pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semardimgaksudkan untuk
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memenuhi kebutuhan anggaran dalam melaksanakamnaprogendidikan dasar

dan menengah.

B. ldentifikas Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan data yaegnukan melalui

studi pendahuluan, berikut diuraikan identifikasasalah secara umum dan

khusus :

1. Identifikasi Masalah Umum

Keterlambatan penetapan Peraturan Daerah tentangelenggaraan
Pendidikan dan ketentuan yang mengatur pendanaahdgean menjadi
hambatan Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupatenar@am dalam
mengoptimalkan sumber daya dalam pemenuhan anggeachdikan.
Peraturan Daerah Pendidikan ditetapkan Tahun 280%ohgga sekarang
belum dtindaklanjuti dengan ketentuan yang menggtendanaan
pendidikan. Sementara otonomi daerah termasuk dpigandidikan telah
dilaksanakan sejak Tahun 2001.

Perbedaan luas wilayah dan jumlah memengaruhi giot@endapatan
APBD. Perbedaan ini juga memengaruhi perbedaanrdresanggaran
dalam belanja dalam APBD Kota Salatiga dan Kabup&tmarang

Dinas Pendidikan, satuan pendidikan dan masyardleim dapat
mengetahui (mengakses) anggaran, realisasi amggdam posisi
pendanaan pendidikan secara langsung akibat belapiikdsikannya
sistem informasi keuangan secardine di Kota Salatiga dan Kabupaten

Semarang
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2. ldentifikasi Masalah Khusus

Prioritas pemenuhan anggaran pendidikan dasar dalalaksanaan
program wajib belajar mengakibatkan ketidakseinggan anggaran
program PAUD dan pendidikan menengah dalam pelaksanprogram
peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan

Dinas Pendidikan belum dapat mengoptimalkan peragaryang dapat
memecahkan kebutuhan anggaran satuan pendidik&mitthakibatkan
penetapan plafond dan prioritas alokasi anggaramigi&kan termasuk
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lainnya sebdgsar dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

Proporsi belanja operasional dan pemeliharan leesar dibandingkan
belanja modal . Hal ini berakibat kurang terpenyéikebutuhan sarana
prasarana untuk mendukung peningkatan pemerataaakszs program
PAUD, pendidikan dasar dan menengah

Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi pengalol&keuangan
daerah, menjadi hambatan dalam perencanaan progp@metapan
kebijakan  alokasi anggaran, implementasi, pengawasdan
pertanggungjawaban pendanaan pendidikan. Jumlah SDMidang
perencanaan dan penatausahaan keuangan di lingkDngass Pendidikan
dan satuan pendidikan relative terbatas. DPRDnibehemiliki staff ahli
yang mendukung pengawasan kebijakan pendanaandip@md Jumlah
auditor Inspektorat belum sebanding dengan jumktias pendidikan

yang menjadi cakupan dan obyek pemeriksaan.
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- Perbedaan pemenuhan anggaran pendidikan dasartigakgseimbang
dengan program pendidikan mengakibatkan tingkat epataan yang
berbeda. APK pendidikan dasar dapat memenuhi tapgeterintah,
sedangkan pada program PAUD dan pendidikan menangaim dibawah
100 %.

- Masyarakat belum dapat mengetahui  hasil pengawasim
pertanggungjawaban pendanaan pendidikan akibat mbeldanya
ketentuan yang mengatur partisipasi publik dalangpe&asan pendanaan
dan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepB&RD di Kota
Salatiga dan Kabupaten Semarang.

C. Fokusdan Pertanyaan Penédlitian

1. FokusPenelitian

Berdasarkan latar belakang dan data yang diperetama studi
pendahuluan, masalah dalam penelitian ini adalabaiBaanakah kebijakan
pendanaan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabup&énarang Provinsi Jawa
Tengah. Mengingat luasnya cakupan kebijakan pedamendidikan dalam
peningkatan pemerataan dan akses program PAUD,idieerd dasar dan
menengah maka penelitian ini difokuskan pada stigitang  program,
implementasi, dampak, pengawasan dan pertanggualgggw pendanaan

pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten SemaPaoginsi Jawa Tengah.
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2. Pertanyaan Pendlitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, makandiskan pertanyaan
penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimanakah kondisi pendidikan Kota Salatiga d&bupaten
Semarang?
1.1. Bagaimanakah kondisi wilayah dan pemerintahan Kdéatiga
dan Kabupaten Semarang
1.2. Bagaimanakah kondisi sosial dan ekonomi di Kotkta dan
Kabupaten Semarang
1.3. Bagaimanakah kondisi satuan pendidikan di Kota tigaladan
Kabupaten Semarang
1.4.Berapakah satuan biaya pendidikan dan tingkat Syeasi
pendanaan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintadrabadan
Masyarakat dalam pendanaan pendidikan di Kota i§alatan
Kabupaten Semarang
1.5.Bagaimanakah Visi dan Misi Pembangunan PendidikaKota
Salatiga dan Kabupaten Semarang
2. Bagaimana kebijakan pendanaan pendidikan  Kota tigaladan
Kabupaten Semarang ?
2.1. Bagaimana mekanisme penyusunan kebijakan pendanaan
pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten SemaPang
2.2. Bagaimana penetapan alokasi pendanaan pendidikaKota

Salatiga dan Kabupaten Semarang ?
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3. Bagaimanakah implementasi kebijakan pendanaan g¢ikadi Kota

Salatiga dan Kabupaten Semarang ?

3.1. Bagaimanakah mekanisme implementasi pendanaan diardi
Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang ?

3.2. Bagaimanakah merealisasikan pendanaan pendidikdota
Salatiga dan Kabupaten Semarang ?

. Bagaimanakah dampak kebijakan pendanaan pendidiiaa Salatiga

dan Kabupaten Semarang ?

4.1. Bagaimanakah dampak kebijakan pendanaan terhadapckran
pelaksanaan program pendidikan Kota Salatiga dabupaten
Semarang

4.2. Bagaimanakah dampak kebijakan pendanaan dalanapsan
akses pendidikan Kota Salatiga dan Kabupaten S&mar

. Bagaimana pengawasan kebijakan pendanaan penditikta Salatiga

dan Kabupaten Semarang

5.1. Bagaimanakan mekanisme pengawasan kebijakan pendata

Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang ?
5.2. Bagaimanakah efektivitas pengawasan pendanaandgendiKota
Salatiga dan Kabupaten Semarang ?

. Bagaimana pertanggungjawaban kebijakan pendaresidikan Kota

Salatiga dan Kabupaten Semarang ?

6.1. Bagaimanakan mekanisme pertanggungjawaban kebijakan

pendanaan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semé&?ang
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6.2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pendanaan pendidédam
pertanggungjawaban APBD Kota Salatiga dan Kabuapate

Semarang ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian inlatdaebagai berikut :
1. Mengetahui kebijakan pendanaan pendidikan PetabriKota Salatiga
dan Kabupaten Semarang
2. Mengetahui implementasi kebijakan pendanaan pdéwuh
Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
3. Mengetahui dampak kebijakan pendanaan pendidil®emerintah
Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
4. Mengetahui pengawasan kebijakan pendanaan pleadidemerintah
Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
5. Mengetahui pertanggungjawaban kebijakan pendangmmndidikan

Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

2. Manfaat Pendlitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsibpengkayaan
khasanah penelitian empirik dalam bidang admirgstrdan manajemen
pendidikan  khususnya pengelolaan sumber daya kananglalam

penyelenggaraan program pendidikan di daerah.
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Secara lebih khusus (praktis), penelitian ini dip&kan dapat memberikan
manfaat dan nilai guna kepada :
1. Pemerintah

a. Pemerintah (Pusat)

Temuan, implikasi dan rekomendasi dalam penelitidrarapkan dapat
menjadi informasi dan pertimbangan Pemerintah gffudalam penetapan
kebijakan pendanaan pendidikan mengalokasikan da@@mbangan yang
bersumber dari APBN.

b. Pemerintah Daerah
Temuan, implikasi dan rekomendasi dalam penelitidrarapkan dapat
menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakadgean pendidikan guna
meningkatkan akses dan mutu pendidikan dalam pedrSpdesentralisasi
pendidikan.
2. Pendlitian selanjutnya
Temuan, implikasi dan rekomendasi penelitian ithachpkan akan
menjadi pertimbangan penelitian berikutnya dalamngpenbangan ilmu

administrasi pendidikan khususnya bidang pendapeadidikan.

E. Asums Pendlitian

Asumsi merupakan pernyataan yang memiliki kebengaaug tidak perlu
dilakukan pembuktian dan merupakan keyakinan pgerssbagai titik tolak
dalam proses penelitian. Asumsi ini ditetapkan ag@apat memperkuat

permasalahan dan membantu peneliti dalam menjelagienetapan obyek
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penelitian, instrumen pengumpulan data, analisita dan pembahasan hingga
disusunnya kesimpulan, implikasi serta rekomendasi.
Dalam penelitian ini dirumuskan asumsi sebagakhberi

- Pendidikan merupakan sumber pertumbuhan ekonomi gshan
Peningkatan tenaga kerja yang terdidik dan bertasamelalui pendidikan
meningkatkan kapasitas produksi yang member kargripertumbuhan
ekonomi.

- Pendidikan merupakan investasi sumber daya manyai®y akan
meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan ketrampsi@seorang.
Investasi ini perlu dukungan biaya untuk memenudrarsa prasarana
pendidikan yang dibutuhkan

- Kebijakan dalam pembiayan pendidikan adalah prdasn menetapkan
pilihan yang dijadikan pegangan untuk menggunakaygaran. Prioritas
adalah urutan urgensinya pilihan-pilihan yang dp&an dalam kebijakan
tersebut. Dengan demikian kebijakan dan prioritakelakat satu dan yang
lain dengan ketat (Gaffar 2008:6).

- Biaya pendidikan merupakan komponen masukan insinteth
(instrument input) dalam peningkatan mutu SDM melpenyelenggaran
pendidikan program PAUD, pendidikan dasar dan mgaien

- Biaya pendidikan meliputi semua jenis pengeluaramgy berkenaan
dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam beamng maupun

barang dan tenaga yang dapat dihargakan dengar($apgadi 2003:3)
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- Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintateriteain Daerah dan
masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan dari paeteridaerah
menjadi bagian integral kebijakan APBD sesuai Ke@m pengelolaan
keuangan daerah

- Analisis keefektifan biaya dipergunakan untuk mealgei efisiensi biaya
dengan memperhitungkan besarnya kontribusi setegukan pendidikan

terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikattgh 2000:35)

F. Kerangka Pikir dan Alur Penélitian

Penelitian ini beranjak dari masalah-masalah fakyeng terjadi di
lapangan sehubungan dengan kompleksnya aturan, atemldan kendala
perencanaan program dan penetapakan kebijakarernmptasi, pengawasan dan
pertanggungjawaban pendanaan pendidikan yang rbeesudari Pemerintah
Daerah. Alokasi dana pendidikan program PAUD, pdikdn dasar dan
menengah yang bersumber dari APBD dilakukan sdsetantuan pengelolaan
keuangan daerah. Sejak tahapan perencanaan progem@tapan kebijakan,
pengawasan dan pertanggungjawaban pendanaan pandidialam proses
administrasi dan kebijakan yang ditetapkan KepaterBh dan DPRD Kota
Salatiga dan Kabupaten Semarang. Secara adminisp@setapan program,
penetapan alokasi anggaran dan realisasi sertawasgn administrasi keuangan
dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan Kepalaaba®enetapan kebijakan
pendanaan pendidikan, pengawasan dan pertangguigavwdilakukan Kepala

Daerah merupakan proses politik yang harus menk@apaersetujuan DPRD.
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1. Kerangka Pikir Pendlitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka skiperti yang disajikan

dalam gambar berikut.

DPRD
Pemenuhan
Otonomi Pendidikan Anggaran
Salatiga dan Kab S MG PAUD, Dasar
Pemerataan, dan Akses| dan Menengah
Pendidikan PAUD,
Dasar dan Menengah A
v T v v Y Pertanggung
Penga jawaban APBD
i Penetapan Imple Kota Salatioa
Egenkégrl]t::n p| Kebijakan  p| mentasi [p| Wasan - o 9
Pendidikan (KUA-PPAS) Semarang

Al

. - Dana Perimbaangan Kepala
Pemerintah dan Pemdg DAU (gaji Guru) Daerah
Mengalokasikan 20 % - PAD rendah
APBN — APBD - Wajar Dikdas

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian
Kerangka pikir ini dapat dipahami dengan penjelasagai berikut :

-  Dalam otonomi daerah, target pembangunan pendidikéam Salatiga dan
Kabupaten Semarang adalah peningkatan pemerateses dan mutu
program PAUD, pendidikan dasar dan menengah.

- Untuk mendukung pelaksanaan otonomi di bidang pigkath, Pemerintah
dan Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semanangalokasikan
angaran sekurang-kurangnya 20 % APBD baik yangubdyer dari PAD

maupun dana perimbangan APBN
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Dana perimbangan APBN terutama Dana Alokasi Umubagian besar
untuk membayar gaji pendidik. Perkembangan PAD ARBBk mampu
mengimbangi peningkatan anggaran pendidikan. Kidmjaasional wajib
belajar sembilan tahun pendidikan dasar, membawgikasi sebagian
besar sumber daya dan dana difokuskan untuk @elaks program
SD/MI dan SMP dan MTs. Hal ini merupakan persoafamerintah
Daerah dalam menyediakan pendanaan untuk melaksangiogram
pendidikan

Kepala Daerah dan DPRD menetapkan kebijakan pldgim prioritas
anggaran Dinas Pendidikan dan SKPD lainnya sehgmgia pemecahan
masalah keterbatasan sumber pendapatan APBD.

Pemerintah Daerah dan DPRD berkewajiban menetaiamnjakan
pendanaan pendidikan yang dapat mewujudkan ef@Edivpendanaan
dalam peningkatan pemerataan dan akses program PAemidikan
dasar dan menengah.

Pemerintah Daerah merealisasikan anggaran pendidi&suai prosedur
dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. PeaheriBlaerah
memberikan kewenangan kepada Inspektorat melakydeargawasan
administrasi keuangan satuan pendidikan yang bérsudari APBD
Dinas Pendidikan bersama SKPD yang lainnya mekapopelaksanaan
program dan pendanaan pendidikan kepada Kepala aba&an

dipertanggungjawabkannya kepada DPRD.
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- DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanagalkegbpendanaan

pendidikan dan menetapkan tanggapan serta rekosieatis laporan

pertanggungjawaban Kepala Daerah.

- Kebijakan pendanaan pendidikan harus dapat mekept efektivitas

pemanfaatan dana yang tersedia untuk melaksanakamap PAUD,

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

2. Alur Pendlitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian di atas, | ini dilaksanakan

dengan alur kegiatan seperti gambar berikut :

Kondisi
Pendidikan Kota
Salatiga dan Kab.

Semarang
- Potensi  Wila
yah dan Peme|
rintahan
- Kondsi Satuan
Pendidikan
- Satuan  biaya
dan Partisipasi
Penda naan
pendidikan
-Visi dan Misi
Pendidikan

CONTEX INPUT [

Masalah
Penelitian

- Perbedaan
anggaran
Dikdas dengan
PAUD dan
Dikmen

- Disdik belum
dpt mengop
timalkan pe
menuhan ang
garan pro gram
penddk

- Belanja
operasional Ibh
besar belanja
modal

- Keterbatasan
SDM perenca
nan program,
implementasi
dan pengawasari
pendanaan

- Partisipasi pu
blik dim per
tangungjawaban
pendanan
penddk

Pertanyaan
Penelitian
Bagaimanakah

- kondisi
pendidikan
- Kebijakan
Pendanaan
Pendidikan
- Implementasi
Pendanaan
Pendidikan
- Pengawasan
pendanaan
Pendidikan

A

(" vrerode )

Metode
Penelitian
Deskriptif
analitif
dengan
pendekatan
kualitatif

\_

Hasil
Penelitian
dan
Pembahasa

Tujuan
dan
Asumsi
Penelitian

Kesimpulan,
Implikasi dan
Rekomendasi

Teori
Pendanaan
Pendidikan

Rekomendasi
Pengembangan
Kebijakan
Pendanaan
Pendidikan

PROCESS ] [ PRODUCT ]

Gambar.Aur Penelitian
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Permasalahan yang diungkapkan dalam penelitiadid@sarkan karena
gap atau kesenjangan antara ketersediaan dana daldBb ARngan
kebutuhan pemenuhan anggaran peningkatan pemeral@anakses
program PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Datamomi daerah,
Pemerintah Kabupaten dan Kota melalui transfemageerimbangan dari
APBN untuk menyelenggarakan program pelayanan désamasuk
bidang pendidikan. Sebagian besar dana perimbatgratama DAU
untuk membayar gaji guru. Sedangkan penggunaan Blakasi Khusus
dan bagi hasil (pajak dan bukan pajak) penggunaateigh diatur dalam
ketentuan Kementeriaan Pendidikan Nasional dan Kerien Keuangan
tidak dapat disesuaikan kebutuhan anggaran pemdidilSedangkan
pengembangan PAD belum mampu mengimbangi kenaikegagan
pendidikan. Keterbatasan sumber pendanaan pendidikia menjadi
pertimbangan DPRD dan Kepala Daerah menetapkaonptsn prioritas
anggaran Dinas pendidikan termasuk SKPD yang lainnyHal ini
mengakibatkan Dinas Pendidikan belum dapat mengajkan
pemenuhan anggaran pelaksanaan pemerataan dangkgeam PAUD,
pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu kabijaajib belajar
sembilan tahun berimplikasi pemafaatan sumber dayaalokasi APBD
difokuskan kepada program pendidikan dasar. Hddenimplikasi alokasi
anggaran pendidikan tidak proporsional dengan palean program
PAUD dan menengah. Realisasi pendanaan pendidiledumb dapat

mendukung secara seimbang pencapaian pemerataaakskes program
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PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Anggaran dzadisasi

pendanaan pendidikan sebagian besar untuk belpejasional terutama
gaji guru dan pemeliharaan sarana dan prasarandidgem. Untuk

meningkatkan pemerataan, akses dan mutu pendidikatuhkan belanja
modal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sekmabhaikan ruang
kelas, pembangunan perpustakaan. Laboratorium,-buku pegangan
siswa dan sarana yang lainnya. Berbagai permasaiahaengakibatkan
: (&) penetapan anggaran belum dapat mengakomadapié&mecahan
masalah program PAUD, pendidikan dasar dan mene(igakketidak

seimbangan proporsi anggaran program PAUD dan gdsadi menengah
dengan anggaran pendidikan dasar (c) penetapdonptan prioritas
anggaran pendidikan kurang memotivasi kreativi@sypsunan program
pendidikan, (d) belum proporsionalnya anggarannjelaperasional dan
belanja modal maka anggaran sarana prasarana p@mdydng memiliki

dampak jangka panjamng relative terbatas

perencanaan program dan penetapan alokasi anggaeadidikan

merupakan proses administrasi dan politik yang rilerkonsekuensi dan
dampak yang berbeda. Secara administrasi, pereacgmragram harus
konsisten dengan visi/misi perencanaan jangka pgnjdan jangka
menengah dan disusun sesuai format ketentuan yenakb. Sementara
pembahasan politik anggaran relative tergantungeri@pgan orang
perorang dan ataupun kelompok DPRD baik dalam FEr&amisi dan

Badan Anggaran. Keterbatasan sumber daya DPRD,sReadidikan,
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satuan pendidikan, Dinas Pengelola keuangan Dagaah Inspektorat
kurang mendukung optimalisasi pelaksanaan dan pesga program
pendanaan pendidikan. Belum dikembangkannya sisi@iormasi

keuangan maka Dinas Pendidikan, satuan pendidikan tbkoh

masyarakat tidak bisa mengakses posisi anggaealisasi anggaran dan
ketersediaan pendanaan pendidikan. Keterbatasggam@m dan belum
didukungnya regulasi, pertanggungjawaban pendapaadidikan dalam
LKPJ kepala Daerah dilakukan dan dibahas sertéagkan oleh DPRD
belum melibatkan masyarakat. Hal ini berakibat):téadapat perbedaan
usulan program dengan keputusan DPRD tentang alak@aggaran

pendidikan (b)Realisasi anggaran kurang efektif gden waktu

pelaksanaan program (c)kurang memotivasi peningk&iaerja akibat

pengawasan DPRD dan Inspektorat kurang efektikdyng memotivasi
dan meningkatkan komiimen masyarakat dalam beggzasi dalam

pemenuhan anggaran pendidikan.

Berdasarkan masalah penelitian tersebut, kemudi&eméangkan

menjadi pertanyaan penelitian, tujuan, serta asypesielitian, untuk
dijadikan dasar dalam Kkajian teoritis, dan menetapknetodologi

penelitian yang relevan dengan karakteristik masalgenelitian.

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, makadagienelitian yang
dipergunakan berupa deskriptif, dengan pendekatanhyalitatif-

naturalistik. Metode dan pendekatan penelitianetars dipilih, karena

peneliti ingin melakukan pengkajian yang mendalantang proses
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pengelolaan pembiayaan yang dilakukan sekolah da¥éalaupun ada
beberapa data yang bentuknya kuantitatif, tidakarmierpendekatan
analisisnya secara keseluruhan harus kuantitatiera tidak bermaksud
untuk mengungkap pengaruh atau hubungan antatbegriatapi lingkup
pembahasannya meliputi apa, mengapa, siapa, dgainena, untuk
mencari makna dengan menganalisis secara indékilsesnya melalui
observasi partisipasi aktif, telaah dokumen, aisalikebijakan dan
wawancara terhadap pihak-pihak yang dilibatkanrateoses tersebut,
yang kemudian dideskripsikan, dianalisis dan dited® melalui teknik
pendalaman kajian, sampai ditemukan kondisi nyatndgnaan
pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.
Penjabaran hasil temuan penelitian, isinya mer§alasondisi faktual
yang saat ini sedang terjadi, dimana analisisnykeb@aan dengan masalah
kebijakan penetapan alokasi pendanaan pendidikaplementasi
pendanaan pendidikan, dampak realisasi pendanaadidp@an dalam
peningkatan kelancaran program dan pemerataan gonogPAUD,
pendidikan dasar dan menengah, efektivitas pengewgsendanaan
pendidikan dan pertanggungjawaban pendanaan pkadidSedangkan
pembahasan penelitian yang diungkapkan dalam panelini, isinya
menggambarkan tentang bagaimana penetapan kebijak@plementasi
pendanaan, dampak, pengawasan dan pertanggungravysmaanaan

pendidikan yang dapat direkomendasikan, dengan lasnekembali



33

tujuan dan asumsi penelitian sebagai dasar mekkaniskesimpulan
hasil penelitian.

Rekomendasi kebijakan pendanaan pendidikan meropageoses
transferabilitas dari temuan-temuan dan pembahag@mmelitian.
Diharapkan, rekomendasi pengelolaan kebijakan yamgncang dapat
dijadikan bahan pertimbangan dan pedoman pemeridtdrah dan
pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebijgendidikan
daerah khususnya dalam pemenuhan kebutuhan angparnamgkatan
pemerataan dan akses program PAUD, pendidikan dasamenengah di

Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.



